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Perlakuan Akuntansi Terhadap Dana Corporate Social Responsibility (CSR) 
Pada Perbankan Syariah Ditinjau Dari PSAK 101 
ABSTRAK 
Oleh: Muhammad Dayat 
Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak diatur lebih 
rinci terkait implementasi CSR. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini melalui 
perlakuan akuntansi menganalisis kesesuaian laporan dana CSR menurut PSAK 
101 kemudian pemberian skor yang merujuk pada standar Global Reporting 
Initiative (GRI) G4. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan 
metode penelitian kualitatif, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah laporan dana CSR yang termuat dalam laporan tahunan Perbankan 
Syariah tahun 2019 yang diunduh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. 
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis isi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) sumber dana CSR pada 
perbankan syariah berasal dari sumber dana zakat dan sumber dana kebajikan 
menurut PSAK 101, adapun untuk penyajian laporan keuangan dana CSR ketiga 
perbankan syariah sudah sesuai mengikuti ketentuan atau pedoman dari PSAK 
101, namun terdapat beberapa item yang berbeda penulisan. 2) Laporan CSR yang 
terdapat dalam laporan tahunan pada BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank 
Muamalat telah mengungkapkan setiap indikator CSR berdasarkan dari 91 item 
indikator menurut standar GRI G4, BRI Syariah telah mengungkapkan 17,6%, 
BNI Syariah 18,7%, dan Bank Muamalat 31,9% dari keseluruhan. 
Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Perlakuan Akuntansi, PSAK 




The Accounting Treatment of Corporate Social Responsibility (CSR) in 
Islamic Banking reviewed from PSAK 101 
ABSTRACT 
By: Muhammad Dayat 
The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) is not 
regulated in more detail regarding CSR implementation. Therefore, the purpose 
of this study is through accounting treatment to analyze the suitability of the CSR 
fund reports according to PSAK 101 and then the scoring refers to the Global 
Reporting Initiative (GRI) G4 standard. 
This research is a library research using qualitative research methods, 
while the data source used in this study is the CSR fund report contained in the 
2019 annual report on Islamic Banking which is downloaded through the official 
website of the Indonesia Stock Exchange. Data collection techniques in this study 
using documentation techniques. The data analysis technique in this study used 
content analysis. 
The results of this study indicate that 1) the source of CSR funds in 
Islamic banking comes from the source of zakat funds and the source of 
benevolence funds according to PSAK 101, as for the presentation of the financial 
statements of the three CSR funds of Islamic banking according to the provisions 
or guidelines of PSAK 101, but there are several items. different writing. 2) The 
CSR reports contained in the annual reports on BRI Syariah, BNI Syariah, and 
Bank Muamalat have disclosed each CSR indicator based on 91 indicator items 
according to the GRI G4 standard, BRI Syariah has disclosed 17.6%, BNI 
Syariah 18.7%, and Bank Muamalat 31.9% of the total. 
Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Accounting Treatment, PSAK 
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A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu lembaga keuangan syariah yang saat ini perkembangannya 
begitu pesat adalah sektor bank umum maupun bank pembiayaan syariah. Bank 
secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di 
Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-
prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Secara operasional, 
model bisnis bank syariah mencakup aspek bisnis dan non bisnis (seperti aspek 
syariah/sosial) dari beragam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satu 
program yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang kini juga diterapkan pada 
perbankan syariah adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social 
responsibility (selanjutnya disebut CSR). 
Akuntansi sosial ekonomi atau akuntansi pertanggungjawaban sosial 
merupakan alat yang sangat berguna bagi perbankan syariah dalam 
mengungkapkan aktivitas sosialnya di dalam laporan keuangan. Pengungkapan 
melalui social reporting disclosure akan membantu pemakai laporan keuangan 
untuk menganalisis sejauh mana perhatian dan tanggung jawab sosial dalam 





aktivitas CSR kepada masyarakat penting sekali dilakukan. Hal ini sesuai dengan 
prinsip-prinsip mendasar oleh Nabi Muhammad Shallallahu „Alaihi Wasallam 
yaitu keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan 
Allah. Dengan demikian Bank Syariah harus memiliki dimensi spiritual yang 
banyak. Program CSR harus benar-benar menyentuh asasi masyarakat untuk 
menciptakan pemerataan kesejahterahan ekonomi bagi masyarakat. 
Dedi Sudrajat dan Dian Hakip Nurdiansyah dalam penelitiannya 
menyebutkan bahwa pemerintah dapat mengambil peran penting dalam 
memberikan perhatian kepada perusahaan tanpa harus melakukan regulasi di 
tengah situasi hukum dan politik saat ini. Suatu perusahaan sebagai organisasi 
sosial perlu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, sehingga instansi perlu 
memberikan perhatian kepada lingkungannya terhadap dampak yang ditimbulkan 
dari kegiatan operasional instansi dengan menjalankan program CSR. Perbankan 
memiliki hubungan secara langsung dengan masyarakat dalam bidang 
peningkatan ekonomi. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, perbankan 
menyalurkan program-program bina lingkungan yang terdiri atas pembangunan 




Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang 
Tanggung Jawab Sosial atau CSR sebagai kewajiban Perseroan Terbatas (PT) 
pada 20 Juli 2007 oleh DPR, CSR juga wajib dilaporkan dalam social reporting 
disclosure sebagaimana yang diatur pada BAB IV Bagian Kedua Pasal 66 tentang 
                                                 
1  Dedi Sudrajat, Dian Hakip Nurdiansyah, Peranan Program CSR Perbankan Dalam 





Laporan Tahunan, selanjutnya pada ayat ketiga menjelaskan bahwa laporan 




Adanya tuntutan dari para pihak stakeholder akan tanggung jawab 
sosial berdampak pada pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan 
tahunan bank syariah. Di satu sisi, pengungkapan CSR tersebut bersifat sukarela, 
namun di sisi lain, pengungkapan CSR menjadi wajib dan harus 
dipertanggungjawabkan karena telah diatur di dalam UU Perseroan Terbatas. 
Dalam UU tersebut terdapat dua pasal yang berkenaan dengan CSR, 
yaitu pasal 74 yang mewajibkan perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab 
sosial dan lingkungan dan wajib melaporkan tanggung jawab tersebut dalam 
laporan tahunan dan pasal 66 ayat 3 yang mewajibkan menggunakan standar 
akuntansi keuangan (SAK), sehingga diperlukan perlakuan akuntansi dana CSR 
dalam hal pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan. Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku pada Perbankan Syariah 
adalah PSAK 101 yang diatur dalam standar akuntansi syariah (SAS).
3
 
Perbankan Syariah harus menjelaskan dampak aktivitas perusahaan 
terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial pada bagian standar disclosure. 
Sustainability report menggunakan standar dari Global Reporting Initiative (GRI), 
sehingga Perlakuan akuntansi pada penyajian laporan dana CSR yang dimaksud 
mengacu kepada PSAK 101, sedangkan pengungkapan atau penilaian laporan 
                                                 
2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 





CSR yang termuat dalam laporan tahunan Perbankan Syariah mengacu pada GRI 
G4. 
B. Batasan Masalah 
Mengingat begitu luasnya hal-hal yang berhubungan dengan rumusan 
masalah di atas, terlebih lagi pada banyaknya perusahaan yang diwajibkan 
memiliki dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang disebutkan dalam 
undang-undang nomor 40 tahun 2007, maka penulis membatasi pembahasan ini 
hanya pada perlakuan akuntansi laporan tahunan dana Corporate Sosial 
Responsibility (CSR) pada Perbankan Syariah yang ditinjau dari PSAK 101 dan 
pada pengungkapan atau penilaian CSR ditinjau dari Global Reporting Initiative 
(GRI) G4. Adapun hal lain yang tidak berhubungan dengan perlakuan akuntansi 
laporan tahunan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) ditinjau dari PSAK 
101 dan pengungkapannya ditinjau dari GRI G4 tidak penulis uraikan pada skripsi 
ini 
C. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana perlakuan akuntansi laporan tahunan dana Corporate Social 
Responsibility (CSR) pada Perbankan Syariah? 
2. Bagaimana penilaian laporan tahunan dana Corporate Social Responsibility 
(CSR) pada Perbankan Syariah ditinjau dari Global Reporting Initiative (GRI) 
G4? 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian 




1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi dana Corporate Social Responsibility 
(CSR) pada Perbankan Syariah. 
2. Untuk mengetahui penilaian laporan tahunan dana Corporate Social 
Responsibility (CSR) pada Perbankan Syariah ditinjau dari Global Reporting 
Initiative (GRI) G4. 
E. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penulisan yang ingin dicapai dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Kegunaan teoritis yaitu sebagai referensi penelitian yang berkaitan dengan 
perlakuan akuntansi terhadap dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) pada 
perbankan syariah. 
2. Kegunaan praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi Perbankan Syariah 
dalam implementasi Corporate Sosial Responsibility (CSR). 
F. Metode Penelitian 
1. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan, dimulai dari 
bulan Februari sampai dengan bulan April. Penelitian dilakukan dengan 
mengunduh laporan tahunan atau Annual Report Perbankan Syariah tahun 
2019 di situs resmi lembaga Bursa Efek Indonesia (BEI). 
2. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini tergolong jenis penelitian kepustakaan (library 
research) dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. 
Analisis data menggunakan content analysis terhadap pengungkapan CSR pada 




menggunakan standar mengenai pelaporan CSR yakni standar Global 
Reporting Initiative G4 (91 item). Data yang didapatkan dari penelitan akan 
disajikan dalam bentuk tabel yang berisi mengenai penentuan skala likert 
dalam penerapan indeks Global Reporting Initiative (disajikan dalam bentuk 
angka 0-4), sehingga dapat diketahui perusahaan mana yang mengungkapkan 
pelaporan CSR secara jelas dan menyeluruh, merujuk pada penelitian.
4
 
Selain penjelasan menggunakan tabel, penjelasan juga akan 
dilakukan dalam bentuk paragraf yang berisi simpulan dari tabel setiap 
indikator. Penggunaan skala Likert dalam penelitian ini untuk memberikan 
skor penilaian terhadap indikator pengungkapan CSR yang dilakukan 3 bank 
syariah dengan pengungkapan berdasarkan kerangka pelaporan Global 
Reporting Initiative. Skor yang diberikan didasarkan pada tingkat informasi 
yang disampaikan dalam laporan CSR perusahaan. Kriteria dalam pemberian 
skor tersebut yaitu seperti pada berikut: 
Gambar 1.1 
Skala Likert terhadap indikator pengungkapan CSR 
Skor Keterangan 
0 Perusahaan tidak memberikan penjelasan untuk indikator 
1 Perusahaan hanya menyebutkan indikator tanpa adanya penjelasan 
2 Perusahaan menyebutkan indikator dan memberikan penjelasan 
secara singkat 
                                                 
4  Nuraini Sari, Analisis Pengungkapan Corporate Social responsibility Berdasarkan Global 
Reporting Initiatives (GRI): Studi Kasus Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) 
Tbk Dan Timah (Persero) Tbk, Business Review, Jurnal Binuss Univercity, Vol. 5 No 2, 2014 




3 Perusahaan menyebutkan indikator dan memberikan penjelasan 
dengan beberapa detail atau rincian. 
4 Perusahaan menjelaskan indikator secara lengkap dan rinci 
Rumus menghitung kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 
yaitu: 
Indeks wallace = n/k x 100% 
n: Jumlah item yang diungkapkan 
k: Jumlah item yang seharusnya diungkapkan.
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3. Sumber Data 
Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak bersangkutan 
yang didapat secara langsung dan data sekunder adalah data yang diperoleh 
dari pihak ketiga. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang meliputi:  
a. Laporan tentang dana Corporate Sosial Responsibilty (CSR) dari Perbankan 
Syariah tahun 2019. 
b. Aturan-aturan terkait dengan dana Corporate Sosial Responsibilty (CSR) 
tersebut yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Tentang 
Perseroan Terbatas dan Pasal 66 Tentang Laporan Tahunan dan Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101; 
c. Dokumen berupa laporan dana Corporate Sosial Responsibilty (CSR) dari 
Perbankan Syariah yang sudah diaudit dan dapat diunduh pada situs resmi 
dari lembaga Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun dari situs resmi lembaga 
                                                 
5
 Muhammadinah, Analisis Kelengkapan Pengungkapan CSR i-finance, Jurnal Muhammadinah, 




yang bersangkutan; Buku-buku yang merupakan literatur pendukung terkait 
dengan pembahasan dalam penelitian ini serta jurnal-jurnal terkait. 
4. Uji Keabsahan Data 
a. Uji Kredibilitas 
Triangulasi untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari 
beberapa sumber tersebut tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian 
kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang 
sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari beberapa sumber tersebut.
6
 
b. Uji Konfirmability 
Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji 
dependability, sehingga pengujian dapat dilakukan secara bersamaan. 
Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan 
proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 




G. Sistematika Penulisan 
Uraian dalam skirpsi ini akan terbagi atas 3 (tiga) bab sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan. Latar belakang masalah memuat dua substansi dasar yang 
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menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Dua substansi masalah itu saling 
berketerkaitan satu sama lain, kemudian dibentuk menjadi satu rumusan masalah 
yang akan dijawab pada hasil penelitian ini. Tujuan penelitian pada dasarnya 
sejalan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang peneliti ajukan, 
sehingga kegunaan dari penelitian ini jelas dan terkhususkan pada satu pokok 
bahasan yang dibatasi dalam batasan masalah. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pokok pembahasan terdiri atas penelitian terdahulu, landasan teori dan 
kerangka berpikir. Penelitian terdahulu yang peneliti bandingkan dengan 
penelitian ini adalah dua penelitian yang masing-masing berasal dari penelitian 
berupa tesis dan proposal. Adapun beberapa hal yang menjadi pembeda dari 
penelitian ini, telah peneliti kerangka dalam tabel yang jelas. Sehingga, landasan 
teori yang peneliti gunakan sejalan dengan kerangka berpikir untuk menjawab 
masalah dari penelitian ini. 
BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 
Bab ini mengulas tentang penyajian data yang terdapat dalam 3 
perbankan syariah, dan analisis data terhadap objek dari penelitian ini. 
BAB IV KESIMPULAN 
Bab ini memuat kesimpulan dari seluruh dan hasil analisis data pada 







A. Penelitian Terdahulu 
Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang 
diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian 
yang akan dilakukan. Terdapat beberapa penelitian yang relevan den[gan 
penelitian ini, antara lain:  
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Reztu Rinovian dan Abin 
Suarsa yang berjudul Pengungkapan CSR Perbankan Syariah Sebagai Kebutuhan 
Informasi Stakeholder menganalisis pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Bukopin Syariah 
berdasarkan konsep sharia enterprise theory dilakukan dengan menganalisis 
bagaimana Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Bukopin mengungkapkan 
tanggung jawab sosial perusahaannya melalui informasi yang disajikan dalam 
laporan tahunan didasarkan pada item-item pengungkapan tanggung jawab sosial 
berdasarkan sharia enterprise theory. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 
pengungkapan tanggung jawab sosial dan Bank Syariah Mandiri dan Bank 
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Susi Astuti dan Ika Neni 
Kristanti, dengan judul Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR) Perbankan Syariah di Timur Tengah. Studi 
Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks Dan 
Islamic Social Reporting Indeks. Skoring CSR berdasarkan Indeks GRI 
menunjukkan nilai tertinggi diperoleh oleh Bank Y, yaitu sebesar 73 (51%). Nilai 
terendah diperoleh oleh Bank Syariah A, yaitu sebesar 52 (36%). Hasil 
perbandingan ini menunjukkan bahwa jika hanya melihat nilai terbesar dan 
terkecil, maka bank konvensional lebih baik daripada bank syariah. Skoring CSR 
berdasarkan indeks ISR menunjukkan nilai tertinggi diperoleh oleh Bank B 
dengan nilai sebesar 34 (58%). Bank Syariah A dan Bank Syariah C mendapat 
nilai sebesar 25 (42%) dan 27 (46%). Pola ranking perusahaan sample pada 
indeks GRI dan ISR adalah serupa. Perusahaan yang mendapat ranking tertinggi 
pada indeks GRI, maka akan mendapat ranking tertinggi pula pada indeks ISR. 
Pelaporan sosial bank di UAE berbeda dengan bank-bank Islam lainnya. 
Pelaporan sosial bank-bank Islam di UAE dipengaruhi oleh nilai budaya Timur, 
dan laporan keuangan dipengaruhi oleh IFRS. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kegiatan amal dan sosial, tanggung jawab kepada karyawan, tanggung 
jawab kepada masyarakat, dan pengembangan komunitas masyarakat berpengaruh 
terhadap indeks Islamic Social Reporting (ISR). Selain itu, sumber dana yang 
dimiliki bisa berasal dari modal karena tingkat kecukupan modal bank syariah 
menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh bank syariah dalam 





modal bank syariah baik maka bank akan lebih mampu untuk melaksanakan 
Corporate Social Responsibility (CSR) yang secara otomatis akan 
mengungkapnya juga pada laporan tahunannya.
9
 
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Intan Diah Pratiwi, Yosefa 
Sayekti, Imam Mas'ud yang berjudul Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan 
Pengungkapan Biaya Limbah (Recognition, Measurement, Presentation, and 
Disclosure of Environmental Cost), terdapat empat alasan isu lingkungan 
dianggap semakin penting saat ini, yaitu yang pertama, terkait ukuran perusahaan. 
Kedua, aktivis dan LSM bidang lingkungan hidup telah tumbuh dengan pesat di 
seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ketiga, reputasi dan citra perusahaan. 
Keempat, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagian dari aktivitas analisis dampak lingkungan 
yang dilakukan oleh PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa, yaitu mengenai 
pengakuan, pengkuran, penyajian, dan pengungkapan biaya pengolahan limbah 
yang dihasilkan oleh PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa. Menurut Artanta 
(2017) dalam menjalankan operasional perusahaannya, PT. Cement Puger Jaya 
Raya Sentosa menghasilkan produk residu, yakni limbah. Limbah yang dihasilkan 
dalam bentuk limbah padat, cair, dan gas. Keseluruhan limbah yang dihasilkan 
harus dapat dikelola dengan baik, supaya tidak mengganggu kenyamanan 
masyarakat, karyawan, dan mencemari lingkungan sekitar. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa praktek akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 
pengungkapan) biaya limbah yang dilakukan oleh PT. Cement Puger Jaya Raya 
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Sentosa hampir sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 
Laporan Keuangan (KDPPLK) namun, PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa 
belum memiliki laporan keuangan yang lengkap. Laporan keuangan yang dimiliki 
oleh PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa hingga penelitian ini dilakukan masih 




Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Tumilantouw Frety Emma 
Belda, Hendrik Manossoh, Sintje Rondonuwu dengan judul Analisis Perlakuan 
Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Pada PT. Angkasa Pura I 
(PERSERO) Cabang Bandar Udara Internasional Samratulangi Manado, Praktik 
dan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan merupakan konsekuensi 
logis dari implementasi konsep Corporate Goverence, yang menyatakan bahwa 
perusahaan perlu memperhatikan kepentingan stakeholdersnya sesuai dengan 
aturan yang ada dan menjalin kerja sama yang aktif dengan stakeholder demi 
kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. (Susanto, 2013). Akuntansi 
pertanggungjawaban sosial merupakan alat yang sangat berguna bagi perusahaan 
dalam mengungkapkan aktivitas sosialnya. Seperti yang disebutkan dalam PSAK 
No. 1 paragraf ke 12 (Revisi 2009) bahwa suatu entitas dapat pula menyajikan 
laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah yang terpisah dari 
laporan keuangan utama. Undang-Undang No. 40/2007, Perseroan Terbatas Pasal 
74 ini mewajibkan perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan 
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lingkungan dan wajib melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut di 
laporan tahunan. Selain itu Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 
menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar 
keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada 
pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Hasil penelitian 
tentang perlakuan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban sosial di PT. 
Angkasa Pura I (Persero), dalam hal melaporkan tanggung jawab sosial sesuai 
dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 – Perseroan Terbatas pasal 74 tentang 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang 
Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado telah sesuai karena mengolah 
tanggung jawab sosial berupa laporan Kemitraan dan Bina Lingkungan dan telah 




Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aryo Bimo 
Prakoso, dengan judul jurnal Pengaruh Corporate Governance terhadap Nilai 
Perusahaan Dengan Variabel Pemoderasi Pengungkapan CSR Pada Perusahaan 
Perbankan yang Terdaftar Di BEI (2016-2018). Penerapan serta pengungkapan 
CSR akan memberikan 8 sinyal berupa kabar baik bagi masyarakat yang 
diberikan oleh pihak manajemen bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik 
di masa depan dan memastikan terciptanya sustainability development (Liang & 
Renneboog, 2017). Sinyal tersebut maka akan membawa kabar baik untuk publik 
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tersebut akan mendatangkan sejumlah keuntungan bagi perusahaan itu sendiri, 
salah satunya yaitu mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra 
perusahaan, sehingga perusahaan mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak 
serta mengundang ketertarikan para investor untuk menanam saham nya di 
perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menguji secara empiris 
pengaruh corporate governance dengan proksi dewan komisaris independen, 
dewan direksi, komite audit dan nilai perusahaan dengan variabel pemoderasi 
pengungkapan CSR di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate 
Governance yang diproksikan dengan jumlah dewan komisaris dan komite audit 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan variabel pengungkapan CSR 
mampu memoderasi hubungan antara dewan komisaris independen terhadap nilai 
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Tabel 2. 1 
Ringkasan Penelitian Terdahulu 
No. Nama 

















Pengungkapan tanggung jawab 










(CSR) Perbankan Syariah 
di Timur Tengah, 2019, 
Kualitatif dan Kuantitatif. 
Observasi Kegiatan amal dan sosial, 
tanggung jawab kepada karyawan, 
tanggung jawab kepada 
masyarakat, pengembangan 
komunitas masyarakat 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap pengungkapan Islamic 



















Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa praktek akuntansi 
menunjukkan PT. Cement Puger 
Jaya Raya Sentosa belum memiliki 
laporan keuangan yang lengkap. 
Laporan keuangan yang dimiliki 
oleh PT. Cement Puger Jaya Raya 
Sentosa hingga penelitian ini 
dilakukan masih terdiri dari 
laporan biaya produksi, laporan 













Akuntansi dan Pelaporan 
Pertanggungjawaban 
Sosial Pada PT. Angkasa 
Pura I (PERSERO) 
Cabang Bandar Udara 
Internasional Samratulangi 
Manado, 2017, Kualitatif. 
1. Wawancara 
2. Dokumentasi 
Hasil penelitian tentang perlakuan 
akuntansi dan pelaporan 
pertanggungjawaban sosial di PT. 
Angkasa Pura I (Persero), dalam 
hal melaporkan tanggung jawab 
sosial telah sesuai karena 
mengolah tanggung jawab sosial 
berupa laporan Kemitraan dan 
Bina Lingkungan dan telah 
dituangkan dalam Laporan Posisi 
Keuangan dan Laporan Aktivitas, 









Nilai Perusahaan Dengan 
Variabel Pemoderasi 
Pengungkapan CSR Pada 
Perusahaan Perbankan 
yang Terdaftar Di BEI 
(2016-2018), 2018, 
Kuantitatif. 
Observasi Good Corporate Governance 
dengan variable moderasi 
pengungkapan CSR berpengaruh 
positif terhadap nilai perusahaan. 





B. Kajian Teoritik 
1. Perlakuan Akuntansi 
a. Pengertian Perlakuan Akuntansi 
Perlakuan Akuntansi adalah menyangkut pengakuan, pengukuran, 
penyajian, dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan 




Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam 
laporan posisi keuangan dan atau laporan laba rugi yang memenuhi 
definisi dan kriteria pengakuan unsur laporan keuangan. Pos yang 
memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan posisi keuangan dan 
laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos tersebut tidak dapat 
diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan.
14
 
Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan: 
a) Pengakuan Aset 
Aset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas 
positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri 
ataupun dengan aset lain, yang haknya didapat oleh bank syariah 
sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Untuk bisa 
digambarkan sebuah aset pada pernyataan posisi keuangan bank Islam, 
aset itu harus memiliki karakter tambahan berikut: 
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1)  Dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang 
wajar. 
2) Tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat dikukur 
atau hak bagi pihak lain. 
3) Bank Islam harus mendapatkan hak untuk menahan, menggunakan, 
atau mengelola aset itu. 
b) Pengakuan Liabilitas 
Liabilitas adalah kewajiban yang berjalan untuk 
memindahkan aset, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan 
jasa bagi pihak lain dimasa depan sebagai hasil transaksi atau 
peristiwa di masa lalu. Untuk bisa digambarkan sebagai sebuah 
liabilitas pada pernyataan posis keuangan bank syariah, liabilitas itu 
harus memiliki karakter tambahan berikut: 
1) Bank syariah harus memiliki kewajiban kepada pihak lain dan 
kewajiban bank syariah tidak boleh saling bergantung (reciprocal) 
dengan kewajiban pihak kepada bank. 
2) Kewajiban bank syariah harus bisa diukur secara keuangan dengan 
tingkat reliabilitas yang wajar. 
3) Kewajiban bank syariah harus bisa dipenuhi melalui pemindahan 
satu atau lebih aset bank syariah kepada pihak lain, meneruskan 
kepada pihak lain akan penggunaan aset bank Islam untuk suatu 






c) Pengakuan Biaya 
Biaya adalah penurunan kotor dalam aset atau kenaikan 
dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang 
dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang 
halal, perdagangan, atau aktivitas, termasuk pemberian jasa. 
d) Pengakuan Pendapatan 
Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau 
penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama 
periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari 
investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas 
lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening 
investasi terbatas. 
Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan 
terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa yang 
mengubah unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, 
pembiayaan, pendapatan, dan beban, sebagaimana akan termuat pada 
laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. 
2) Pengukuran 
Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk unsur 
laporan keuangan yang disajikan dalam neraca dan laporan laba rugi 
komprehensif. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran 
tertentu. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah:
15
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a) Biaya historis 
Biaya historis (historical cost) adalah biaya perolehan pada 
tanggal transaksi. 
b) Biaya kini 
Biaya kini (current cost) adalah biaya yang seharusnya 
diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran. 
c) Nilai realisasi/penyelesaian 
Nilai realisasi/penyelesaian (realizable/settlement value) 
adalah hasil yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam 
pelepasan normal (orderly disposal). 
d) Nilai kini 
Nilai kini (present value) adalah arus kas masuk neto di 
masa depan yang didiskontokan ke biaya kini dari pos yang 
diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. 
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk 
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 
Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai 
perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber 
daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk 
memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber 






Pengukuran merupakan penentuan jumlah rupiah atau suatu 
transaksi yang akan dicatat. Pengukuran lebih berhubungan dengan 
masalah penentuan jumlah yang dicatat pertama kali untuk suatu 
transaksi. 
3) Penyajian 
Entitas syariah menyajikan laporan keuangan termasuk laporan 
sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan keuangan seharusnya 
menyajikan secara wajar mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 
dan arus kas entitas syariah. Entitas syariah perlu menyajikan secara 
wajar. Suatu entitas syariah mengubah penyajian laporan keuangannya 
jika hanya perubahan penyajian tersebut menghasilkan informasi yang 
dapat diandalkan dan lebih relevan kepada pemakai laporan keuangan 
dan struktur yang baru dan akan digunakan seterusnya. Pernyataan ini 
bertujuan untuk mengatur penyajian dan  pengungkapan  laporan  
keuangan  untuk  tujuan umum (general purpose financial statements) 
untuk entitas syariah yang selanjutnya  disebut  “laporan  keuangan” agar 
dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah 
periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah  
lain.
16
    
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur 
mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh 
suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah 
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menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, 
saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu 
entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat 
dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan 
keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan 
dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai 
posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil 
operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat 
bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan 
mengenai alokasi sumber daya. 
4) Pengungkapan 
Sebelumnya laporan keuangan bank syariah mengungkapkan 
informasi umum mengenai bank sebagaimana diatur dalam ketentuan 
yang berlaku umum dengan pengungkapan tambahan yang mencakup, 
tetapi tidak terbatas pada:
17
 
a) Karakteristik kegiatan bank syariah dan jasa utama yang disediakan. 
b) Peranan, sifat, tugas, dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah 
dalam mengawasi kegiatan bank Syariah berdasarkan ketentuan 
hukum dan praktik. 
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c) Tanggung jawab bank terhadap laporan keuangan bank syariah 
mengunggakapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam 
penyusunan laporan keuangan. 
Pengungkapan bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu 
informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan. Penyajian yang 
dimaksud disini adalah sesuatu yang dipaparkan dalam suatu laporan 
keuangan. Misalnya, penyajian akun pendapatan didalam laporan 
keuangan disajikan didalam sumber dan penggunaan kebajikan 
Perlakuan akuntansi terhadap pengorbanan aset-aset (sumber 
daya) ekonomi belum diatur, dalam Undang-undang. UU No. 23/1997 
tentang Lingkungan Hidup juga belum mengaturnya. Selain itu, Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia 
(IAI) sejak edisi 1994 hingga 2004, juga belum mengaturnya. Hal tersebut, 
mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan dalam mengakui, mencatat 
dan melaporkan informasi tentang pengorbanan aset-aset ekonomi untuk 
tanggung jawab lingkungan dalam laporan keuangan dan juga 
mengakibatkan perusahaan kesulitan dalam mengungkapkan (disclosure) 
informasi biaya tanggung jawab lingkungan kepada otoritas dan 
stakeholders.
18
 Berbeda dengan pengorbanan aset-aset ekonomi untuk biaya 
produksi dan biaya operasional, pengorbanan sejumlah aset ekonomik 
perusahaan untuk biaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 
memiliki karakteristik unik. Di satu sisi, pengorbanan itu dapat memberikan 
                                                 
18
 Nurul Fitri Ismayanti, Akuntansi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Bank Syariah, 





nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan tersebut, sehingga perlakuan 
akuntansi terhadap pengorbanan tersebut diakui sebagai biaya atau yang 
dicatat pada akun biaya atau beban administrasi dan umum pada laporan 
laba-rugi. Namun, di sisi lain pengorbanan untuk biaya TJSL tersebut 
merupakan pengeluaran investasi karena dari pengorbanan tersebut 
perusahaan akan mendapatkan sejumlah manfaat sosial dan ekonomi atau 
keuntungan di waktu yang akan datang. 
Namun, hal itu sulit dilakukan karena pengeluaran untuk biaya 
TJSL harus terus dilakukan dan dilaporkan perusahaan secara periodik agar 
peringkat kinerjanya terus membaik. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi 
yang layak terhadap pengorbanan aset-aset ekonomi untuk biaya TJSL 
adalah sebagai biaya periodik dengan nama akun: biaya tanggung jawab 
sosial dan lingkungan (social and environmental responsibility costs). Biaya 
tersebut disajikan dalam item biaya operasional, khususnya pada biaya 
umum operasional. 
b. Akuntansi Syariah 
Akuntansi syari‟ah dapat dijelaskan melalui akar kata yang 
dimilikinya, yaitu akuntansi dan syari‟ah. Definisi umum akuntansi adalah 
identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, 
penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi, sehingga menghasilkan 
laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan 
sedangkan syari‟ah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta‟ala 





di dunia. Jadi, akuntansi syari‟ah merupakan proses akuntansi atas 




Tujuan akuntansi syari‟ah berdasarkan pada tujuan ekonomi 
Islam, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat. Kesejahteraan 
seharusnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat dan tidak hanya 
diperuntukkan pada seseorang atau segolongan orang saja. Oleh sebab itu, 
Islam menyediakan sarana untuk pemerataan kesejahteraan dengan system 
zakat, infak, sedekah, dan system tanpa bunga. Pelaporan keuangan dan 
system akuntansi dalam Islam didesain sesuai dengan system ekonomi dan 
bisnis Islam yang bersumber pada al-Qur‟an dan Sunnah (Hadis). Allah 
berfirman dalam al-Qur‟an: 
“Dan Aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan supaya 
mereka menyembah-Ku” (QS Adz-Dzariyat 51: 56); 
“Padahal mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah 
dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) 
agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan 
menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus” 
(QS Al-Bayyinah 98: 5); 
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 
secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah 
setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu” (QS Al-
Baqarah 2: 208); 
“Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang 
ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam 
hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan 
membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu….” 
(QS Al-Baqarah 2: 284); 
“Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi 
dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain 
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beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya 
kepadamu….” (QS Al-An‟am 6: 165).
 20
 
Ayat-ayat tersebut menunjukan bahwa tujuan hidup manusia 
dalam seluruh aktivitasnya adalah beribadah kepada Allah. Hal ini 
mencakup aktivitas ekonomi dan di dalamnya adalah akuntansi. 
Berdasarkan ayat-ayat tersebut, maka tujuan akuntansi syari‟ah adalah 
pertanggungjawaban (accountability), baik pertanggungjawaban terhadap 
Allah, pihak-pihak yang berhak atas perusahaan, maupun alam. 
Akuntabilitas bukan hanya suatu kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan 
aktivitas dan transaksi ekonomi, namun kewajiban untuk melaksanakan atau 
untuk tidak melaksanakan aktivitas dan transaksi yang tidak sesuai syari‟ah. 
Tujuan informasi (laporan keuangan) akuntansi syari‟ah adalah 
memenuhi kewajiban pertanggungjawaban (accountability) dan informasi. 
Tujuan ini harus diwujudkan dalam bentuk bagaimana seseorang dapat 
menghitung kewajiban zakatnya secara benar. Oleh karena itu, maka tujuan 
utama (main objective) laporan keuangan adalah untuk penentuan zakat. 
Tujuan utama laporan keuangan akuntansi syari‟ah, yaitu zakat, dapat 
didampingi oleh tujuan-tujuan praktis (current objectives of accounting 
information) sejauh tujuan-tujuan tersebut tidak bertentangan dengan 
syari‟ah. Tujuan-tujuan tembahan tersebut diantaranya; memelihara harta; 
membantu dalam mengambil keputusan; menentukan dan menghitung hak-
hak mitra berserikat; menentukan imbalam, balasan, atau sanksi.
21
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c. Standar Akuntansi Syariah (SAS) 
Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282-283 berkaitan 
dengan proses mencatat (akuntansi) dalam kegiatan bisnis. Ayat tersebut 
mengajarkan kepada manusia agar kegiatan bisnis dilakukan sesuai dengan 
konsep kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Senada dengan ayat tersebut, 
keadilan, kebenaran, dan kejujuran adalah penyataan umum yang 
mengkaitkan aturan dan prosedur akuntansi dengan konsep sosial. Standar 
Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan 
untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. 
Standar akuntansi keuangan syariah terdiri atas kerangka konseptual 
penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan 
keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, 
murabahah, salam, ijarah, dan istishna. Standar ini merupakan standar yang 




Laporan keuangan syariah adalah suatu penyajian terstruktur dari 
posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan 
umum laporan keuangan syariah adalah memberikan informasi tentang 
posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi 
sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat 
keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 
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manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada 
mereka. 
Jenis-jenis laporan keuangan syariah menurut Standar Akuntansi 
Syariah adalah sebagai berikut: 
1) Neraca 
2) Laporan Laba Rugi 
3) Laporan Arus Kas 
4) Laporan Perubahan Ekuitas 
5) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat 
6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 
7) Catatan atas Laporan Keuangan23 
Dalam Islam, kegiatan usaha tidak hanya diasumsikan untuk 
memenuhi kebutuhan dan keinginan material tetapi juga harus dilakukan 
untuk memenuhi tanggung jawab. Menggabungkan ajaran Islam dan 
Syariah ke dalam kebijakan perusahaan dan praktik terkhusus praktik 
Coporate Social Responsibility (CSR) memerlukan keterlibatan nilai-nilai 
dan prinsip-prinsip Islam yang sempurna. Tujuan utama dalam kaitannya 
yaitu mencakup penetapan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan sosial 
sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah Ta‟ala.
24
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d. PSAK No. 101 
Laporan keuangan merupakan suatu laporan mengenai keuangan 
yang terjadi saat ini sebagai pembanding dengan periode sebelum atau 
dengan laporan keuangan lainnya. Prinsip universal dalam PSAK 101 
terdapat pada ruang lingkup dimana laporan keuangan dapat digunakan 
untuk kebutuhan bersama bagi semua pihak yang berkepentingan yang 
melakukan transaksi syariah. Hal ini sesuai dengan PSAK 101 paragraf 4 
yaitu SAK mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 
pengungkapan transaksi dan peristiwa lain.
25
 
Corporate Social Responsibility merupakan kegiatan yang 
dilakukan oleh perusahaan seperti bank yang menggunakan dari 
beban/biaya non operasional. Kegiatan tersebut harus dibuat report untuk 
kepentingan stakeholder berupa CSRD (Corporate Social Responsibility 
Dislosure). Laporan tersebut secara terperinci dibuat terpisah sesuai dengan 
ketentuan di atas masuk pada informasi komparatif tambahan, kecuali 
sumber dana masuk pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif 
karena telah menjadi bagian dari beban/biaya non opersional perusahaan. 
e. Akuntansi Sosial 
Istilah Akuntansi Sosial (Social Accounting), sebenarnya bukan 
merupakan istilah baku dalam akuntansi. Para pakar akuntansi membuat 
istilah masing-masing, untuk menggambarkan transaksi antara perusahaan 
dengan lingkungannnya. Ramanathan mempergunakan istilah Social 
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Accounting dan mendefinisikannya sebagai proses pemilihan variabel-
variabel yang menentukan tingkat prestasi sosial perusahaan, baik secara 
internal maupun eksterna.
26
 Lee D Parker menggunakan istilah Social 
Responsibility Accounting, yang merupakan cabang dari ilmu akuntansi.
27
 
Sementara itu, Belkoui membuat suatu terminologi Socio Economic 
Accounting (SEA) yang berarti proses pengukuran, pengaturan dan 




Berdasarkan beberapa uraian diatas, pada dasarnya definisi yang 
diberikan oleh para pakar akuntansi mengenai akuntansi sosial memiliki 
karakteristik yang sama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ramanathan, 
yaitu Akuntansi sosial berkaitan erat dengan masalah: 
1) Penilaian dampak sosial dari kegiatan entitas bisnis 
2) Mengukur kegiatan tersebut 
3) Melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan 
4) Sistem informasi internal dan eksternal atas penilaian terhadap sumber-
sumber daya perusahaan dan dampaknya secara sosial ekonomi.
29
 
Ramanathan juga menguraikan tiga tujuan dari akuntansi sosial 
yaitu: 
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1) Mengidentifikasikan dan mengukur kontribusi sosial neto periodik suatu 
perusahaan, yang meliputi bukan hanya manfaat dan biaya sosial yang di 
internalisasikan ke perusahaan, namun juga timbul dari eksternalitas 
yang mempengaruhi segmen-segmen sosial yang berbeda, 
2) Membantu menentukan apakah strategi dan praktik perusahaanyang 
secara langsung mempengaruhi relatifitas sumber daya dan status 
individu, masyarakat dan segmen-segmen sosial adalah konsisten dengan 
prioritas sosial yang diberikan secara luas, pada satu pihak dan aspirasi 
individu pada pihak lain, 
3) Memberikan dengan cara yang optimal, kepada semua kelompok sosial, 
informasi yang relevan tentang tujuan, kebijakan, program, strategi dan 
kontribusi suatu perusahaan terhadap tujuan-tujuan sosial perusahaan.
30
 
f. Akuntansi Lingkungan 
Akuntansi lingkungan terkait erat dengan sistem manajemen 
lingkungan (SML) dari suatu korporasi. International Organization for 
Standardization (ISO 14001) secara luas mendefinisikan bahwa, manajemen 
lingkungan menunjukkan tingkat respons korporasi terhadap isu-isu 
lingkungan, dalam menelaah posisi lingkungan korporasi, mengembangkan 
dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi untuk 
memperbaiki posisi tersebut, dan mengubah sistem-sistem manajemen 
untuk menjamin pembaharuan-pembaharuan dalam manajemen lingkungan 







yang efektif secara berkelanjutan. Sementara fungsi manajemen lingkungan 
antara lain: 
1) Telaah dan pengembangan kebijakan lingkungan 
2) Pengembangan target-target dan sasaran-sasaran lingkungan 
3) Penilaian siklus hidup produk 
4) Kepatuhan terhadap regulasi 
5) Penilaian dampak ligkungan 
6) Minimalisasi sampah atau limbah 
7) Program-program pencegahan polusi 
8) Riset, pengembangan dan investasi dalam teknologi-teknologi yang 
ramah lingkungan 
9) Pelaporan terhadap isu-isu dan kinerja lingkungan.31 
Perlakuan akuntansi terhadap biaya lingkungan dapat dibedakan 
menjadi dua. Pertama, pengorbanan sumber-sumber ekonomi untuk biaya 
lingkungan yang memiliki manfaat ekonomik bagi perusahaan untuk 
periode-periode selanjutnya harus diperlakukan sebagai pengeluaran 
investasi (aset) dan perlu diamortisasi ke periode-periode selanjutnya. 
Informasi tersebut harus dilaporkan dalam neraca/laporan posisi keuangan. 
Kedua, pengorbanan sumber-sumber ekonomi untuk biaya lingkungan yang 
tidak memiliki manfaat ekonomik bagi perusahaan untuk periode-periode 
selanjutnya harus diperlakukan sebagai pengeluaran beban (expense) 
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periodik dan langsung dilaporkan dalam kelompok biaya umum dalam 
laporan laba-rugi. Rincian atas sejumlah informasi tersebut dapat 
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau dalam laporan 
tahunan perusahaan. 
2. Corporate Social Responsibility (CSR) 
a. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) 
CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu konsep atau 
tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab 
perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan 
itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan 
beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk 
pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas 
masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, 
khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. 
Tanggung jawab sosial perusahaan terbagi dalam tiga level yang 
digambarkan sebagai berikut: 
1) Basic Responsibility 
Level ini menghubungkan tanggung jawab awal dari suatu 
perusahaan yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut, seperti: 





memuaskan pemegang saham. Bila pada level ini tanggung jawab tidak 
terpenuhi, maka akan timbul dampak yang sangat serius.
32
 
2) Organizational Responsibility 
Level ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk 
memenuhi kebutuhan stakeholder seperti pekerja, konsumen, pemegang 
saham dan masyarakat sekitar. 
3) Societal Reponses 
Level ini menjelaskan tahap ketika interaksi antara bisnis dan 
kekuatan  lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga 
perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, 




Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial menjadi tiga, yaitu:   
1) Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan melakukan 
aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di 
masa depan.   
2) Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung 
jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. 
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3) Transparency, prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparasi 




Secara konseptual, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) 
adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegarasikan kepedulian sosial 
dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku 
kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan 
kemitraan.. Meskipun sesungguhnya memiliki pendekatan yang relatif 
berbeda, beberapa nama lain yang memiliki kemiripan atau bahkan identik 
dengan TJSL antara lain: Investasi Sosial Perusahaan (Corporate Social 
Investment/Investing), Pemberian Perusahaan (Corporate Giving), 
Kedermawanan Perusahaan (Corporate Philantropy).  Secara teoritis, 
berbicara mengenai tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh 
perusahaan, maka setidaknya akan menyinggung 2 makna, yakni tanggung 
jawab dalam makna responsibility atau tanggung jawab moral atau etis, dan 
tanggung jawab dalam makna liability atau tanggung jawab yuridis atau 
hukum. 
Dalam sustainability report digunakan metode triple bottom line, 
yang tidak hanya melaporan sesuatu yang diukur dari sudut pandang 
ekonomi saja, melainkan dari sudut pandang ekonomi, sosial dan 
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 Gagasan ini merupakan akibat dari adanya 3 dampak operasi 
perusahaan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. GRI Guidelines 
menyebutkan bahwa perusahaan harus menjelaskan dampak aktivitas 
perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial pada bagian standard 
disclosures. Kemudian ketiga dimensi tersebut diperluas menjadi 6 dimensi, 
yaitu: ekonomi, lingkungan, praktik tenaga kerja, hak asasi manusia, sosial, 





Triple Bottom Line 
 




 People (Manusia) Planet (Bumi) 
Sumber: Global Reporting Initiative (1997) 
Dalam gagasan tersebut perusahaan tidak lagi dihadapkan pada 
tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line yaitu aspek ekonomi 
yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, namun juga harus 
memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. 
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Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama 
setiap kegiatan usaha. Tidak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan 
dalam perusahaan adalah mengejar profit atau mendongkrak harga saham 
setinggi-tingginya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inilah 
bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang 
saham. Pada hakikatnya profit merupakan pendapatan yang dapat digunakan 
untuk menjamin keberlangsungan hidup perusahaan, sedangkan aktivitas 
yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit adalah meningkatkan 
produktivitas dan melakukan efesiensi biaya.
37
 
Planet adalah unsur yang harus diperhatikan, jika sebuah 
perusahaan ingin tetap mempertahankan keberadaanya maka harus 
disertakan tanggung jawab lingkungan karena lingkungan sangat berkaitan 
erat dengan kehidupan manusia dan hubungan antara lingkungan dengan 
manusia adalah suatu hubungan sebab akibat jika manusia menghargai 
lingkungan dengan cara merawat dan memeliharanya, maka lingkungan 
akan memberikan manfaat kepada manusia. Namun, masih banyak manusia 
yang tidak peduli dengan lingkungan karena beranggapan tidak ada 
keutungan didalamnya. Padahal dengan melestarikan dan merawat 
lingkungan, manusia akan mendapatkan keuntungan lebih, terutama dari sisi 
kesehatan, kenyamanan, dan sumber daya alam.
38
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People, dalam hal ini masyarakat adalah pemangku kepentingan 
yang penting bagi perusahaan karena tanpa dukungan dari masyarakat, 
perusahaan tidak akan mampu menjaga keberlangsungan usahanya. 
Perusahaan harus berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi 
masyarakat, dan melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan 
masyarakat, serta yang terpenting adalah tanggung jawab sosial yang 




Dengan penerapan Tripple Bottom Line mengajarkan perusahaan 
tidak hanya berfokus untuk meningkatkan suatu keuntungan saja, melainkan 
juga harus tetap memperhatikan aspek lainnya. Perusahaan bukan hanya 
keuntungan (profit), tetapi manusia/sosial (people) dan lingkungan/alam 
(planet). 
b. Corporate Social Responsibility dalam Akuntansi 
Paradigma CSR memang telah mendunia saat ini. Dimana esensi 
luhur dalam CSR yaitu memberikan yang terbaik terhadap lingkungan 
sekitar, bahkan dunia dalam koridor yang luas. Pada korporasi yang telah 
menerapkan akuntansi sosial, laporan CSR merupakan bagian yang tidak 
dapat terpisah dalam komponen laporan keuangan. dimana di Indonesia 
komponen laporan keuangan lengkap berdasarkan PSAK No. 1 (Revisi 
2009) terdiri dari laporan posisi keuangan akhir periode, laporan laba rugi 
komprehensif, perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, 
laporan posisi keuangan awal periode dan catatan atas laporan keuangan. 







Laporan CSR terpisah dari komponen laporan keuangan pemisahan ini 
bertujuan untuk menekankan bahwa tanggung jawab sosial harus benar-
benar terpisah dari unsur profit oriented dimana kelima komponen laporan 
keuangan diatas memiliki tujuan yang mengarah pada hasil kinerja yang 
dinilai berdasarkan peningkatan laba. CSR sendiri lebih dianggap sebagai 
investasi korporasi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. 
Laporan CSR suatu korporasi umumnya berupa biaya yang 
dianggarkan berdasarkan keputusan CEO (Chief Executive Officer) suatu 
korporasi dan bersifat sukarela sehingga tidak ada batas bawah ataupun 
batas atas dalam penentuan alokasi biaya CSR. Alokasi biaya diperoleh dari 
laba bersih korporasi yang akan diimplementasikan pada periode berjalan 
berikutnya. Anggapan bahwa CSR merupakan suatu investasi membuat CSR 
tidak dapat diterima dalam laporan laba rugi. Meskipun dianggap investasi, 
CSR justru tidak dapat masuk dalam neraca karena CSR merupakan 
investasi yang bersifat tanggung jawab sosial bukan profit oriented dalam 
hal ini berhubungan dengan posisi keuangan korporasi sehingga nilai aset 
dari CSR tidak layak untuk dimasukkan dalam laporan posisi keuangan atau 
neraca. Asumsi dasar yang menjadi latar belakang bahwa CSR merupakan 
investasi bukan biaya adalah bahwa sifat dasar CSR dan dampak yang 
diharapkan dari implementasi CSR yang diharapkan memberikan manfaat 
dan nilai tambah bagi korporasi secara langsung ataupun tidak. Secara 
langsungnya adalah dapat meningkatkan goodwill korporasi, perbaikan 





Keuntungan secara tidak langsungnya adalah berupa Corporate Branding 
based on Product menjadi lebih baik dimata konsumen serta kelangsungan 
usaha akan berjalan dengan lancar (diluar asumsi keuangan). 
Apabila dikaitkan dengan perpajakan maka asumsi CSR 
merupakan investasi justru lebih relevan dibandingkan sebagai biaya. 
Alasannya, jika biaya maka jelas akan menjadi pengurang bagi penghasilan 
bruto sehingga pajak yang dibayarkan akan menjadi lebih kecil sehingga 
dalam hal ini institusi pajak dan pemerintah akan mendapatkan kerugian. 
Biaya CSR merupakan suatu tanggung jawab moral korporasi terhadap 
pihak internal dan eksternal sehingga sifatnya lebih kepada kegiatan sosial 
perusahaan, dan juga CSR ini hampir mirip dengan natura (kenikmatan yang 
diberikan korporasi terhadap pihak internal korporasi) dimana dalam UU 
perpajakan Indonesia, natura tidak boleh dijadikan salah satu indikator 
pengurang penghasilan bruto. Maka sesuai asumsi diatas bahwa CSR 
memang tidak dapat dicampur dalam laporan laba rugi maupun neraca, 




1) Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan perusahaan sebagai 
pedoman dalam penyajian akuntansi sosial yaitu perluasan laporan 
keuangan (Extention of financial statment). Pengungkapan secara naratif 
(narative disclosure). Pengungkapan secara naratif ini umumnya bersifat 
kualitatif dengan cara: pelaporan secara kualitatif dalam letter to 
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shareholder, pelaporan secara kualitatif dalam catatan atas laporan 
keuangan (notes to financial statment), pelaporan secara kuantitatif 
dalam catatan atas laporan keuangan. 
2) Perkiraan tambahan (additional account). Dampak kerusakan lingkungan 
karena aktivitas perusahaan dapat diungkapkan melalui perkiraan 
tambahan dalam laporan keuangan. 
Media penyampaian laporan implementasi CSR tersebut bisa 
berupa pemberitahuan di portal perusahaan, bisa disatukan dengan laporan 
kinerja tahunan perusahaan, bisa juga disampaikan di forum-forum formal 
seperti seminar, diskusi, dan konfrensi. Dengan kata lain pelaporan CSR 
berperan besar bagi perusahan untuk mempublikasikan implementasi CSR 
mereka secara taktis, komprehensif dan berkelanjutan. 
c. Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) 
Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai berikut: 
1) Pengembangan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia 
Serangkaian aktivitas pengembangan sumber daya manusia 
dicapai dengan menciptakan para karyawan yang memiliki keterampilan 
tinggi. Karyawan yang berkualitas akan menyumbang pada sistem 
manajemen sumber daya manusia yang lebih efektif. Misalnya, dengan 
meningkatnya loyalitas dan moral dari karyawan. 
2) Menciptakan budaya perusahaan, kapasitas sumber daya manusia, dan 





Pengintrodusiran CSR diharapkan perusahaan dan kemauan 
untuk terus belajar. Integrasi antar fungsi di dalam perusahaan 
diharapkan juga akan terjadi. Selain itu, partisipasi para karyawan di 
dalam perusahaan dan keterampilan mereka diharapkan meningkat pula. 
3) Kinerja keuangan 
Dengan dilakukannya CSR, kinerja keuangan perusahaan 
menjadi lebih baik. Kualitas lingkungan yang turut disumbangkan oleh 
korporasi bukan hanya secara langsung mempengaruhi kinerja keuangan 
perusahaan, tetapi juga meningkatkan kepemilikan pemodal.
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3. Global Reporting Initiative (GRI) G4 
Global Reporting Initiative (GRI), yang merupakan panduan 
pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang 25 
digagas oleh PBB lewat Coalition for Environmental Economies (CERES) dan 
(UNEP) pada tahun 1997. GRI merupakan organisasi non-profit yang 
mempromosikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. GRI 
menyediakan kerangka pelaporan keberlanjutan yang komprehensif bagi semua 
perusahaan dan organisasi yang banyak digunakan diseluruh dunia. Pedoman 
pengungkapan GRI terdiri dari G3, G3.1, dan G4. G3 atau yang sering dikenal 
dengan G 3.0 merupakan versi awal dari pedoman GRI yang terdiri dari 79 
indikator dan merupakan pedoman yang sering digunakan sampai saat ini. 
G3.1 merupakan versi pengembangan dari G3 yang didalamnya terkandung 84 
indikator termasuk 79 indikator yang digunakan sebelumnya pada G3 dengan 
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beberapa perubahan dan tambahan-tambahan lainnya yang dinilai lebih 
menyempurnakan pedoman GRI G4 merupakan pedoman terbaru yang 
memiliki 91 indikator. Semakin banyak indikator yang diungkapkan dalam 
sustainability report maka semakin bagus kualitas dari sustainability report 
tersebut. 
Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah GRI-G4 
Guidelines menyebutkan bahwa, perusahaan harus menjelaskan dampak 
aktivitas perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial pada bagian 
standar disclosure. Sustainability report menggunakan standar dari GRI berisi 
3 komponen yaitu: 1. Indikator Kinerja Ekonomi (economic performance 
indicator); 2. Indikator Kinerja Lingkungan (environment performance 
indicator); 3. Indikator Kinerja Sosial (social performance indicator), terdiri 
dari empat sub-kategori, yaitu: 1. Indikator Ketenagakerjaan & Kenyamanan 
Bekerja 2. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (Human Rights Performance 
Indicator) 3. Indikator Kinerja Masyarakat (Society Performance Indicator) 4. 




C. Kerangka Pemikiran 
Penelitian ini dilakukan berdasarkan latar belakang implementasi dana 
Corporate Social Responsibility (CSR) yang selalu mengarah kepada tanggung 
jawab sosial dan lingkungan seperti penyaluran dana ke sektor pendidikan, 
kesehatan, pembangunan dan lainnya, sehingga masyarakat dapat mengambil 
manfaat sesuai dengan tujuannya. 
                                                 





Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas (PT) dalam pasal 74 ayat 1 yang menyatakan bahwa 
PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya 
alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka Perbankan 
Syariah wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan 
melaporkan Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah dilaksanakan 
dalam laporan tahunan. 
Gambar 2.3 
Kerangka Pemikiran 
Perlakuan Akuntansi Terhadap Dana Corporate Social Responsibility (CSR) 













Sumber: Diolah untuk penelitian (2020)  
Perlakuan Akuntansi 















PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 
 
A. Penyajian Data 
1. BRI Syariah 
a. Profil BRI Syariah 
Menunjuk surat No.S.B.24-MDR/11-2016 tanggal 14 November 2016 
yang diajukan BRI Syariah perihal Penyampaian Perubahan Logo PT Bank BRI 
Syariah dan surat No.S.B.225-PDR/12-2016, tanggal 28 Desember 2016, 
Otoritas Jasa Keuangan telah menerima dan mencatat perubahan tersebut melalui 
Surat Nomor S-35/PB.132/2017. Sesuai yang diamanatkan dalam Surat Otoritas 
Jasa Keuangan tersebut, BRI Syariah telah menyampaikan laporan perubahan 
tersebut secara rutin, melakukan sosialisasi, termasuk melakukan penyesuaian 
terhadap berbagai hal yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh potensi 
risiko yang timbul dari perubahan logo tersebut telah dimitigasi secara memadai. 
Logo BRI Syariah ini bermakna bahwa BRI Syariah merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan induknya yaitu BRI sebagai bank 
terbaik di Indonesia. BRI Syariah senantiasa mendapat dukungan dari BRI dalam 
menjalankan bisnisnya. BRI pun mendukung penuh BRI Syariah untuk menjadi 
bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan 
nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.
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Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah. Proses spin off 
tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan
                                                 





yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank 
BRI Syariah. BRI Syariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. 
Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada 
prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk menghadirkan 
produk serta layanan terbaik yang menenteramkan, untuk pertumbuhan BRI 
Syariah yang positif. BRI Syariah fokus membidik berbagai segmen di 
masyarakat. Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru 
Indonesia menunjukkan bahwa BRI Syariah memiliki kapabilitas tinggi sebagai 
bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan 
nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna. 
Untuk semakin memperkuat citranya di mata seluruh pemangku kepentingan, 
sejak tahun 2016 BRI Syariah kembali mencatatkan sejarah penting dalam 
perjalanan bisnisnya. Proses rebranding logo dilakukan, untuk menumbuhkan 
brand equity BRI Syariah semakin kuat seiring diraihnya predikat sebagai bank 
syariah keempat terbesar berdasarkan jumlah aset. Pada tahun 2017, BRI Syariah 
menjadi bank syariah pertama yang menyalurkan KUR syariah sebesar Rp58,1 
milar dengan jumlah nasabah sebanyak 2.578 nasabah. Bank juga ditunjuk oleh 
Kementerian Keuangan RI sebagai bank penerima pajak Negara secara 
elektronik melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi kedua bagi 
nasabah korporasi maupun perorangan. Pada tahun 2018, BRI Syariah 
mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan Initial Public Offering 





diri dalam menghadirkan yang terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku 
kepentingan. BRI Syariah juga senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip-
prinsip syariah serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan 
demikian, BRI Syariah dapat terus melaju menjadi bank syariah terdepan dengan 
jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.
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b. Implementasi Dana Corporate Social Responsibility (CSR) 
BRI Syariah berkomitmen penuh untuk menjalankan program 
Tanggung Jawab Sosial dan Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam 
Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bank 
mewujudkannya melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
(Corporate Social Reponsibility (CSR), yang dilaksanakan sebagai salah satu 
strategi BRI Syariah untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan sekaligus 
investasi jangka panjang Perseroan dalam mendukung Sustainable Development 
Goals (SDGs). 
Selain merujuk pada ketentuan undang-undang, pelaksanaan CSR juga 
mengacu pada kebijakan internal, yakni Surat Edaran No.SE.31- 
DIR/oPS/06/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang zakat Profesi Karyawan PT Bank 
BRI Syariah, dan Surat Edaran Direksi PT BRI Syariah No.SE.B.001-PDR/03-
2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Ketentuan Penggunaan Dana Kebajikan 
sebagai Bentuk Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT BRI Syariah. 
Pelaksanaan kegiatan CSR dilakukan bekerjasama dengan BAZNAS (Badan 
Amil zakat Nasional) dan YBM-BRI (Yayasan Baitul Maal BRI) dengan 
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mengedepankan ashnaf (golongan orang yang berhak menerima zakat). 
Sementara penyusunan program-programnya dilaksanakan dengan melibatkan 
masyarakat calon penerima manfaat. BRI Syariah membentuk unit kerja khusus 
yang fokus pada pengembangan kegiatan CSR, yaitu unit kerja Corporate 
Communication di bawah supervisi Corporate Secretary Group. Program CRS 
BRI Syariah dilaksanakan dengan berfokus pada lima bidang kegiatan, yaitu: 
pendidikan, kesehatan, sosial, peribadahan dan penghijauan, yang diwujudkan 
melalui payung program BRI Syariah Berfaedah.
45
 Target pelaksanaan CSR 
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat para penerima manfaat. 
Gambar 3.1 
Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat dan Laporan Sumber Dana Kebajikan 
BRI Syariah 2019 
 
 
                                                 














Faedah Pendidikan, bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas 
pendidikan masyarakat. Pada tahun 2019 Bank merealisasikan 12 program, 
antara lain: Bantuan renovasi pendidikan anak usia dini (PAUD) yang hancur 
setelah gempa di Palu; pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa 





Faedah Kesehatan, bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas 
kesehatan masyarakat. Pada tahun 2019, Bank merealisasikan 10 program, antara 
lain: donor darah, pemeriksaan kesehatan dan bantuan pengobatan. 
Faedah Sosial, bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan 
sosial masyarakat maupun untuk korban bencana yang terjadi. Pada tahun 2019, 
Bank merealisasikan sekitar 65 kegiatan, antara lain: bantuan kepada korban 
bencana banjir di Bengkulu; bantuan air bersih untuk masyarakat di Gunung 
Kidul; serta bantuan Al Quran Braille kepada tuna netra. Banyaknya kegiatan 
bantuan penanggulangan bencana sebagai respons atas seringnya kejadian 
bencana di seluruh wilayah Indonesia di sepanjang tahun 2019. 
Faedah Peribadatan, bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan 
kualitas fisik rumah ibadah/masjid. Pada tahun 2019, Bank merealisasikan 
sekitar 25 kegiatan, antara lain: Bantuan pembangunan mushollah di desa 
Genggelang Lombok; bantuan pembangunan masjid UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung, bantuan renovasi musholla di Universitas Andalas Sumatera Barat; 
dan bantuan sarana peribadahan di berbagai masjid dan musholla.46 
2. BNI Syariah 
a. Profil BNI Syariah 
Pertumbuhan usaha Perseroan selalu berada di atas rata-rata 
pertumbuhan industri perbankan syariah. Pada akhir tahun 2018, total aset BNI 
Syariah telah mencapai Rp41,05 triliun dan menjadi salah satu yang terbesar di 
dalam industri perbankan syariah nasional. BNI Syariah juga didukung oleh 






sistem teknologi informasi terdepan yang telah tersertifikasi ISO 9001:2008. Hal 
ini bertujuan agar Perseroan dapat senantiasa memberikan pelayanan yang 
unggul kepada nasabah serta memungkinkan BNI Syariah untuk menyajikan 
layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dalam rangka 
menunjang ekspansi bisnis dan menjaga likuiditasnya, pada Mei 2015, Perseroan 
menerbitkan Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I senilai Rp500 miliar dan 
mendapat peringkat idAA+(sy) dari Pefindo. Pada Mei 2018, Sukuk tersebut 
telah dilunasi oleh Perseroan. 
Untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, tema dan 
kebijakan strategis manajemen pada tahun 2019 difokuskan pada Pertumbuhan 
Berkualitas (Quality Growth). Terdapat 5 (lima) area atau aspek pada 
Pertumbuhan Berkualitas dimaksud, di antaranya: Spiritual (komitmen 
menghadirkan nilai-nilai spiritual dan mempertahankan nilai budaya perusahaan 
yang bernilai keshalihan); Pegawai (meningkatkan produktivitas dan 
kemakmuran pegawai serta engagement pegawai pada perusahaan); Inovasi 
(mengoptimalisasi inovasi dalam menghadirkan produk dan solusi yang 
hasanah); Pelanggan (nasabah berkualitas menghasilkan profitabilitas yang lebih 
baik); dan Aset (aset yang berkualitas akan menghasilkan pendapatan yang lebih 
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b. Implementasi Dana Corporate Social Responsibility (CSR) 
BNI Syariah menyadari bahwa keberlangsungan usahanya tidak hanya 
berdasarkan aspek ekonomi (profit), namun erat kaitannya dengan kinerja 
karyawan, pemenuhan kebutuhan nasabah dan masyarakat umum (people) serta 
keberlanjutan lingkungan (planet). Oleh karena itu, BNI Syariah berkomitmen 
untuk menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate 
Social Responsibility/CSR) yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang 
berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan kegiatan 
CSR BNI Syariah mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan 
(Sustainability Development) yang telah menjadi acuan di berbagai negara dalam 
hal penciptaan keseimbangan antara pelaku usaha, pemangku kepentingan dan 
regulator. Selain itu, International Organization for Standardization (ISO) pada 
tahun 2010 telah merilis ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial 
(Guidance on Social Responsibility). ISO 26000 menjelaskan subjek inti dan isu 
yang terkait dengan tanggung jawab sosial. Berikut ketujuh subjek inti yang 
dibahas di dalam ISO 26000: 
1) Tata kelola organisasi (organizational governance): sistem pengambilan dan 
penerapan keputusan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuannya. 
2) Hak asasi manusia (human rights): hak dasar yang berhak dimiliki semua 
orang sebagai manusia, yang antara lain mencakup hak sipil, politik, ekonomi, 
sosial, dan budaya. 
3) Praktik ketenagakerjaan (labour practices): segala kebijakan dan praktik yang 





4) Lingkungan (the environment): dampak keputusan dan kegiatan perusahaan 
terhadap lingkungan. 
5) Prosedur operasi yang wajar (fair operating procedures): perilaku etis 
organisasi saat berhubungan dengan organisasi dan individu lain. 6. Isu 
konsumen (consumer issues): tanggung jawab perusahaan penyedia 
barang/jasa terhadap konsumen dan pelanggannya. 
6) Pelibatan dan pengembangan masyarakat (community involvement and 
development): hubungan organisasi dengan masyarakat di sekitar wilayah 
operasinya.  
Gambar 3.3 
Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat dan Laporan Sumber Dana 







Laporan keuangan tersebut merupakan gambaran yang penulis ambil 
dari laman website BNI Syariah langsung, sebagai laporan tahunan pihak yang 
bersangkutan. Laporan tersebut merupakan laporan untuk publik yang 
dipublikasikan oleh BNI Syariah sebagai pembanding kinerja perusahaan dari 
tahun 2018 sampai dengan 2019. Pada laporan keuangan tersebut, terdapat tanda 
garis merah yang sudah penulis buat sebagai bagian penunjuk adanya akun yang 















3. Bank Muamalat 
a. Profil Bank Muamalat 
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selanjutnya disebut “Bank 
Muamalat Indonesia” atau “BMI” didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 
November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo 
Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. 
Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 





Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 
1992 Tambahan No. 1919A. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh 
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 
dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah 
Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank 
Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan 
usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. 
Puncaknya, pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia 
mendapatkan izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar 
sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Pada tahun 2003, BMI dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum 
Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 
sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia 
yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut 
semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan 
Indonesia. BMI terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan 
syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga 
Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah 
Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu 
produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan 
tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang 





Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip 
pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile 
banking, ATM, dan cash management. 
Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di 
Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. 
Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap 
dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada 
tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala 
Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya 
yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah 
memiliki 276 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. 
Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 
unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 95 unit 
Mobil Kas Keliling serta jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic 
Payment (MEPS). Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank 
Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin 
meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern 
dan Profesional. 
Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang 
diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank 
beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik 
yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan 





Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan 
layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Sampai saat 
ini Bank Muamalat Indonesia terus bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang 
semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis 
yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi 




b. Implementasi Dana Corporate Social Responsibility (CSR) 
Bank Muamalat Indonesia menyadari bahwa pelaksanaan Corporate 
Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah tanggung jawab moral kepada 
para pemangku kepentingan (stakeholders) tidak hanya semata-mata memenuhi 
kepentingan pemegang saham. Bank terus berkomitmen memberikan kontribusi 
nilai bagi para pemangku kepentingan lainnya karena Bank menyadari bahwa 
kinerja perusahaan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi saja, akan tetapi juga 
kinerja sosial maupun lingkungan. Bank Muamalat Indonesia juga berkeyakinan 
bahwa parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR 
adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil 
terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Pelaksanaan program 
CSR juga merupakan wujud dari kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Bab 
V, Pasal 74 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal. Sejalan dengan itu, Bank juga akan menerapkan Peraturan 
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OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa 
Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Komitmen untuk menjalankan 
kegiatan CSR yang mendukung implementasi keuangan berkelanjutan tertuang 
dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang disusun Bank. 
Bank Muamalat Indonesia mengalokasi anggaran khusus untuk 
menjalankan kegiatan-kegiatan CSR. Besaran anggaran CSR sendiri terdiri atas 
gabungan antara zakat perusahaan dan zakat karyawan sebesar 2,5% dari 
keuntungan perusahaan dan gaji karyawan, serta berasal dari dana 
kebajikan/non-halal. Hal ini ditetapkan dalam SOP CSR 2018 serta keputusan 
manajemen yang diputuskan dalam BOD meeting. Berikut di bawah ini adalah 
anggaran CSR pada 2019 yang dijalankan oleh Baitulmaal Muamalat sebagai 





Laporan Sumber dan Penyaluran Dana CSR Bank Muamalat 2019 
 
                                                 






B. Analisis Data 
1. Penyajian Laporan Keuangan Dana Corporate Social Responsibiltiy (CSR) Menurut 
PSAK 101 
a. Corporate Social Responsibilty (CSR) Menurut PSAK 101 
Menurut Untung Corporate Sosial Responsibility (CSR) adalah 
komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam 
pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung 
jawab sosial perusahaan dan menintikberatkan pada keseimbangan antara 
perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan. Kompleksitas 
permasalahan sosial yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan 
implementasi desentralisasi telah menepatkan CSR sebagai suatu konsep yang 




Adapun definisi CSR Menurut Gassing mengemukakan bahwa 
Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai komitmen 
perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis 
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yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan.
51
 
Sedangkan menurut World Business Council for Sustainable Development 
mengemukakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan 
komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan 
memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas 
kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas 
pada umumnya. Upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimumkan 
dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap 
seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan 
untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi, secara garis besar 
Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab perusahaan 
terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomisnya, kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan perusahaan demi tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan 
untung atau rugi ekonomisnya. 
Mengemukakan bahwa sebuah perusahaan yang menunjukan tanggung 
jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada pengingkatan kualitas 
perusahaan (profit); masyarakat, khususnya komunitas sekitar (people); serta 
lingkungan hidup (planet bumi).
52
 
Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Bagian Kedua Pasal 66 
ayat 6 menyatakan bahwa "Laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya: 
laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan 
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Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, rincian masalah yang timbul selama 
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, laporan tugas 
pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 
yang baru lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, gaji 
dan tunjangan anggota Direksi dan gaji Dewan Komisaris; Pasal 66 ayat 




Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74 menyebutkan 
sebagai berikut: 
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan. 
1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dalam ayat (1) 
merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 
sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 
2) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 










1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 
dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana 
kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus 
memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 
2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan 
yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. 
Pasal 6 
Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan 
tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. 
Pasal 7 
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Pasal 8 
1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tidak menghalangi Perseroan berperan-serta melaksanakan tanggung jawab 
sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 
2) Perseroan yang telah berperan-serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan 
oleh instansi yang berwenang.
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Peraturan di atas mewajibkan seluruh perusahaan/perbankan baik yang 
syariah ataupun non-syariah, namun dari segi laporan keuangan dana Corporate 
Social Responsibility (CSR) terkhusus pada perbankan syariah mengacu pada 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101.  Adapun paragraf 16 
secara implisit untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan 
dan sosial bahwa entitas syariah menyajikan terpisah dari laporan keuangan, 
laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah. Pelaksanaan 
sumber dana CSR yang dilakukan oleh perbankan syariah berasal dari dana zakat 
dan dana kebajikan yang memang seharusnya dilakukan oleh entitas syariah 
sebagai lembaga keuangan yang berlabel syariah. Entitas syariah menyajikan 




1) Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki): 
a) zakat dari dalam entitas syariah; 
b) zakat dari pihak luar entitas syariah; 
2) Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk: 
a) Fakir; 
b) Miskin;  
c) Riqab; 
d) Orang yang terlilit hutang (gharim); 
e) Muallaf; 
f) Fiisabilillah; 
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g) Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan 
h) Amil;  
3) Kenaikan atau penurunan dana zakat;  
4) Saldo awal dana zakat; dan  
5) Saldo akhir dana zakat. 
Entitas menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 
sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:
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1) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan: 
a) infak; 
b) sedekah; 
c) hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 
d) pengembalian dana kebajikan produktif; 
e) denda; dan  
f) pendapatan nonhalal. 
2) Penggunaan dana kebajikan untuk: 
1) dana kebajikan produktif; 
2) sumbangan; dan  
3) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. 
3) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan; 
4) Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan 
5) Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. 
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b. Penyajian Laporan Keuangan Dana Corporate Social Reponsibility (CSR) 
Menurut PSAK 101 
1) Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Dana Zakat 
a) Pengakuan 
Pada penelitian ini pengakuan sumber dana CSR ketiga 
perbankan syariah berasal dari sumber dana zakat dan sumber dana 
kebajikam, sesuai dengan PSAK 101. 
b) Pengukuran 
Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan 
jumlah yang dicatat pertama kali untuk suatu transaksi seperti yang 
terdapat pada laporan CSR dalam penentuan jumlah pemasukan dan 
pengeluaran dana untuk pelaksanaan CSR. Laporan sumber dan 
penggunaan dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan 




Sumber Pemasukan dana zakat pada BRI Syariah berasal dari 
pihak internal dan eksternal bank, BNI Syariah berasal dari zakat pihak 
bank dan zakat dari pihak luar bank, dan Bank Muamalat berasal dari 
internal dan eksternal bank. Penggunaan dana zakat pada BRI Syariah 
disalurkan ke lembaga lain, BNI Syariah disalurkan melalui Yayasan 
Hasanah titik BNI Syariah, dan Bank Muamalat disalurkan melalui Baitul 
Maal Muamalat (BMM); Domper Dhuafa; BAZNAZ. 
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Unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat 
meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta 




Pada PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan 
syariah, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dijelaskan pada 
paragraf 70-74 dan informasi lainnya dijelaskan dalam Catatan Atas 
Laporan Keuangan. Di dalamnya dinyatakan, entitas syariah menyajikan 
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama 
laporan keuangan, yang menunjukkan: 
(1) Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki): 
(a) zakat dari dalam entitas syariah; 
(b) zakat dari pihak luar entitas syariah; 
(2) Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk: Fakir; 
Miskin; Riqab; orang yang terlilit hutang (Gharim); Muallaf; 
Fiisabilillah; orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil); dan Amil. 
(3) Kenaikan atau penurunan dana zakat; 
(4) Saldo awal dana zakat; 
(5) Saldo akhir dana zakat.60 
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Selain dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, bank 
syariah juga harus melaporkan informasi yang lebih jelas dalam catatan 
atas laporan keuangan. Seperti yang dinyatakan pada PSAK No. 101 yaitu 
entitas syariah harus mengung/kapkan dalam catatan atas Laporan Sumber 
dan Penggunaan Dana Zakat, tetapi tidak terbatas pada: 
(1) Sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah; 
(2) Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah; 
(3) Kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf; 
(4) Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat 
diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam 
PSAK 7: Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan 




Pengungkapan dana zakat pada laporan keuangan dijelaskan 
dalam tabel berikut: 
Tabel 3.6 
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2) Analisis PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Sumber Dana Kebajikan 
a) Pengakuan 
Pada penelitian ini pengakuan sumber dana CSR ketiga 
perbankan syariah berasal dari sumber dana zakat dan sumber dana 
kebajikam, sesuai dengan PSAK 101. 
b) Pengukuran 
Sumber dana kebajikan pada BRI Syariah berasal dari 
Sumbangan/hibah, pendapatan non-halal, denda. BNI Syariah berasal dari 
Pendapatan non-halal; Infak dan sedekah. Bank Muamalat berasal dari 
denda, pendapatan non-halal. Penggunaan dana kebajikan pada BRI 
Syariah disalurkan melalui sumbangan, BNI Syariah disalurkan melalui 
Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah, Bank Muamalat disalurkan melalui 
sumbangan. 
c) Penyajian 
Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 
meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta 
saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum 
disalurkan pada tanggal tertentu.
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(1) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan: 
(a) Infak; 
(b) Sedekah; 
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(c) Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlaku; 
(d) pengembalian dana kebajikan produktif; 
(e) denda; 
(f) pendapatan nonhalal. 
(2) Penggunaan dana kebajikan untuk: 
(a) dana kebajikan produktif; 
(b) sumbangan; 
(c) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. 
(3) kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan; 
(4) saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; 
(5) saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. 
Selain dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, 
bank syariah juga melaporkan informasi mengenai dana kebajikan dalam 
catatan atas laporan keuangan. Seperti yang dibahas pada PSAK No. 101 
paragraf 79 yaitu entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas 




(1) Sumber dana kebajikan; 
(2) Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing 
penerima; 
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(3) Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana 
kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan 
istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan 
Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga; 
dan 
(4) Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal. 
Adapun alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan dana 
non-halal pada BRI Syariah dana penerimaan jasa giro yang berasal dari 
bank non-syariah dikategorikan sebagai dana Non-Halal, sehingga Bank 
Syariah menyalurkannya sebagai dana kebajikan. Sebelum dana kebajikan 
tersebut disalurkan, maka pencatatannya disisi liabilitas. Pada BNI Syariah 
sumber pendapatan non-halal bank dari penyalahgunaan pembiayaan 
akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat pembiayaan di-check-list uji 
kepatuhan dan uji kepatuhan syariah yang kemudian disalurkan ke 
Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah. Pada Bank Muamalat penerimaan 
jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan 
digunakan untuk dana kebajikan (qardhul hasan). Penerimaan jasa giro 
dari bank non-syariah tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai liabilitas 
Bank. 
d) Pengungkapan 
Penungkapan dana kebajikan pada laporan keuangan dijelaskan 
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2. Penilaian Laporan Tahunan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Pada 
Perbankan Syariah Ditinjau Dari Global Reporting Initiative (GRI) G4 
Perbankan Syariah telah menjalankan tugasnya untuk membuat laporan 
Corporate Social Responsibility (CSR) secara terpisah sebagai laporan tambahan 
komparatif, dengan demikian terjadi kesesuaian antara pengungkapan tanggung 
jawab sosial yang telah dilakukan oleh perbankan syariah dengan konsep-konsep 
yang ada. Namun sebagai bentuk kepatuhan kepada peraturan pemerintah 
seharusnya perbankan syariah menganggarkan dana dari biaya non usaha dengan 
mengurangi labanya untuk biaya CSR, dengan demikian tidak terjadi kesesuaian 
antara sumber dana CSR yang telah dilakukan oleh perbankan syariah dengan 





CSR yang bersumber dari biaya non usaha tentunya akan merubah 
laporan keuangan lainnya selain dari laporan CSR yang memang seharusnya dibuat 
terpisah. Laporan lain yang harus dibuat adalah laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif yang di dalamnya terdapat biaya CSR yang menjadi salah satu 
indikator biaya non usaha. 
Beberapa regulasi diatas memberikan ruang yang lebih luas untuk 
pengelolaan CSR pada perusahaan. Dana CSR dapat diperoleh dari 2 (dua) sumber 
pendanaan, yaitu keuntungan perusahaan dan dana sosial. Jika mengacu pada kedua 
regulasi tersebut yang kemudian dikombinasikan dengan undang-undang perbankan 
syariah tentu bank syariah akan menjalankan fungsi sosialnya secara lebih 
maksimal. Dengan kedua sumber dana yang dimiliki untuk melaksanakan program 
CSR bank syariah memiliki peluang kegiatan dan keluasan sasaran yang dapat 
dituju. Dengan alokasi dana CSR yang bersumber dari keuntungan perusahaan, bank 
dapat membuat banyak kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi 
masyarakat sekitar. Ini tentu bersifat produktif dan sangat menopang salah satu misi 
bank syariah sebagai lembaga sosial, yakni mensejahterakan masyarakat sekitar. 
Pengalokasian anggaran CSR dengan pola ini tidak hanya melalui mekanisme 
bantuan sosial tetapi dapat dilakukan dengan skema qard (pinjaman). Mekanisme 
bantuan sosial dapat digunakan bank syariah dalam penyaluran dana sosial yang 
bersumber dari ZIS dan sumber dana sosial lainnya seperti wakaf. Dengan demikian, 
fungsi sosial yang menjadi karakteristik unik perbankan syariah dapat semakin 
ditonjolkan dengan memaksimalkan peran sosial yang dilakukan melalui CSR. 





Melalui peluang kolaborasi pengelolaan dana CSR dengan skema perseroan dan 
skema Baitul Maal, bank syariah seharusnya mampu menjaga keberlangsungan 
(sustainable) perusahaan dengan semakin meningkatnya citra perusahaan di mata 
masyarakat. Demikian juga dengan penerapan CSR yang baik, perusahaan juga 
dapat memenuhi tanggung jawab kepada seluruh pihak yang terkait dengan bank, 
baik karyawan maupun stakeholder. 
Pembahasan dimulai dengan melihat secara umum laporan-laporan 
tahunan (Annual Report) tahun 2019 pada BRI syariah, BNI Syariah, dan Bank 
Muamalat. Laporan-laporan tahunan (Annual Report) tersebut kemudian dianalisis 
untuk mengetahui apakah ke tiga bank syariah tersebut sudah mengungkapkan 
keenam indikator yang ada pada standar GRI 4 yaitu indikator kinerja ekonomi, 
indikator kinerja lingkungan hidup, praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, 
indikator kinerja hak asasi manusia, indikator kinerja, masyarakat/sosial, dan 
indikator tanggung jawab produk. 
Analisis tersebut akan diklasifikasikan dengan menggunakan skala Likert. 
Pembahasan diakhiri dengan mengambil simpulan mengenai tingkat pengungkapan 
Corporate Social Responsibility dalam laporan tahunan yang diterbitkan bank 
syariah, dengan setiap indikator kinerja yang tertera dalam standar Global 
Reporting Initiative G4, kemudian semakin banyak butir yang diungkapkan oleh 
perusahaan, semakin banyak pula angka indeks yang diperoleh perusahaan tersebut. 
Perusahaan dengan angka indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 
tersebut melakukan praktek pengungkapan CSR secara lebih komprehensif 








No Kode BRI Syariah BNI Syariah Bank Muamalat 
Kinerja Ekonomi 
1. EC1 2 3 2 
2. EC2 0 0 0 
3. EC3 4 4 4 
4.  EC4 0 0 0 
Keberadaan Pasar 
5. EC5 0 4 0 
6. EC6 0 0 0 
Dampak Ekonomi Tidak Langsung 
7. EC7 3 2 3  
8. EC8 0 0 0 
Praktik Pengadaan 
9. EC9 0 0 0` 
 
Nama Bank 
Jumlah Item yang 
Diungkapkan 




BRI Syariah 3 9 33,3% 
BNI Syariah 4 9 44,4% 





Pada EC2 yaitu implikasi finansial dan resiko lainnya, seharusnya dijelaskan 
bagaimana implikasi finansial dan resiko lainnya akibat adanya beberapa perubahan 
situasi dan bagaimana juga peluangnya bagi perusahaan karena pengungkapan ini juga 
penting untuk masyarakat dan stakeholder untuk melihat resiko dan peluang dari ke 
tiga Bank syariah tersebut. 
Pada EC5 hanya BNI Syariah yang mengungkapkan item rasio upah standar 
pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum 
regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan. Dari ketiga Bank tersebut yang 
sudah melakukan pengungkapan paling tinggi adalah Bank BNI syariah namun ada 
beberapa item yang belum diungkapkan pada Bank BNI syariah maupun BRI syariah 
dan Bank Muamalat. 
Secara keseluruhan, pengungkapan indikator ekonomi berpengaruh terhadap 
tingkat pengelolaan kinerja ekonomi perbankan syariah yang secara tidak langsung 
tersampaikan melalui laporan tahunan dana CSR. Semakin banyak pengungkapan 
item-item indikator lingkungan, maka perbankan syariah akan semakin terlihat lebih 
bagus dalam pengelolaan kinerja ekonomi baik secara internal ataupun eksternal 
seperti pada EC5 yang menggambarkan bagaimana perbankan syariah mengelola upah 
standar pegawai pemula, item EC7 yang menjelaskan bagaimana perbankan syariah 
mengelola pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang 
diberikan. Sedangkan jika pebankan syariah kurang mengungkapkan indikator 
ekoonomi, sedikit banyaknya akan mempengaruhi kepercayaan pihak stakeholder 
untuk menginvestasikan di bank syariah tersebut seperti item EC8 dampak ekonomi 








No Kode BRI Syariah BNI Syariah Bank Muamalat 
Bahan 
1. EN1 2 0 0 
2. EN2 0 0 0 
Energi 
3. EN3 2 0 2 
4. EN4 2 0 1 
5. EN5 2 0 0 
6. EN6 3 0 3 
Air 
7. EN7 2 0 1 
8. EN8 2 0 0 
9. EN9 0 0 0 
10. EN10 0 0 0 
Keanekaragaman Hayati 
11. EN11 0 0 0 
12. EN12 0 0 0 
13. EN13 0 0 0 
14. EN14 0 0 0 
Emisi 





16. EN16 0 0 0 
17. EN17 0 0 0 
18. EN18 0 0 0 
19. EN19 2 0 3 
20. EN20 0 0 0 
21. EN21 0 0 0 
Efluen dan Limbah 
22. EN22 1 0 0 
23. EN23 0 0 0 
24. EN24 0 0 0 
25. EN25 0 0 0 
26. EN26 0 0 0 
Produk Jasa 
27. EN27 0 0 0 
28. EN28 0 0 0 
Kepatuhan 
29. EN29 0 0 0 
Transportasi 
30. EN30 0 0 0 
Lain-lain 
31. EN31 0 0 0 





32. EN32 0 0 0 
33. EN33 0 0 0 
Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan 
34. EN34 0 0 2 
 
Nama Bank 
Jumlah Item yang 
Diungkapkan 




BRI Syariah 9 34 26,5% 
BNI Syariah 0 34 0% 
Bank Muamalat 6 34 17,6% 
 
Pada indikator kinerja lingkungan memang masih ada beberapa item yang 
kurang relevan untuk diungkapkan oleh 3 bank syariah, sehingga item yang 
diungkapkan masih jauh dari jumlah item yang harus diungkapkan. 
Kurangnya pengungkapan indikator lingkungan pada perbankan syariah 
menjadi 2 pertanyaan, apakah item dari standar GRI G4 terlalu mendalam atau 
perbankan syariah memang tidak terlalu memperhatikan bagaimana indikator 
lingkungan tersebut diungkapkan. Dampaknya akan berpengaruh merujuk dari tujuan 
CSR itu sendiri yakni tanggung jawab sosial dan lingkungan. Artinya dalam 
implementasi CSR ini seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih memberikan yang 
terbaik kepada lingkungan sekitar perbankan syariah yang kemudian diungkapkan 






Indikator Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja 
 
No Kode BRI Syariah BNI Syariah Bank Muamalat 
Kepegawaian 
1. LA1 0 2 3 
2. LA2 0 2 0 
3. LA3 0 0 0 
Hubungan Industrial 
4. LA4 0 1 0 
Kesejahteraan dan Keselamatan Kerja 
5. LA5 0 0 0 
6. LA6 0 1 1 
7. LA7 0 1 0 
8. LA8 2 3 3 
Pelatihan dan Pendidikan 
9. LA9 0 1 4 
10. LA10 0 0 3 
11. LA11 0 0 0 
Keberagaman dan Kesetaraan Peluang 
12. LA12 0 0 0 
Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki 
13. LA13 3 4 1 





14. LA14 0 0 0 
15.  LA15 0 0 0 
16. LA16 0 2 1 
 
Nama Bank 
Jumlah Item yang 
Diungkapkan 




BRI Syariah 2 16 12,5% 
BNI Syariah 9 16 56,3% 
Bank Muamalat 7 16 43,8% 
 
Pengungkapan tertinggi dicapai oleh BNI Syariah dengan persentase 56,3% 
mengungkapkan 9 item dari total jumlah item yang seharusnya diungkapkan. Namun 
pada aspek pelatihan dan pendidikan, Bank Muamalat paling banyak mengungkapkan 
terlebih juga secara merinci. 
Pada aspek tenaga kerja semua item tidak diungkapkan oleh ketiga bank 
syariah, seharusnya dijelaskan berapa presentase karyawan yang dilindungi oleh 
perjanjian kolektif dan jika ada perubahan penting dalam perjanjian tersebut maka 
seharusnya dijelaskan secara rinci pada laporan tahunan. 
Setiap item pada indikator praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja 
akan mengarah bagaimana perbankan syariah memiliki pegawai yang berkualitas. 
Melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan tujuan 





kepada kinerja perbankan syariah dalam penjalankan bisnisnya. Maka dari itu, pada 
indikator ini jika semakin banyak diungkapkan maka akan menyampaikan kepada 
pihak stakeholder atau masyarakat sebagai konsumen dari pengguna layanan jasa bank 
syariah tersebut bagaimana kualitas yang dimiliki oleh perbankan syariah dan 
bagaimana perbankan syariah memperhatikan karyawannya seperti pada item LA5-








Indikator Hak Asasi Manusia 
 
No Kode BRI Syariah BNI Syariah Bank Muamalat 
Investasi 
1. HR1 0 0 0 
2. HR2 0 0 0 
Non-Diskriminasi 
3. HR3 0 0 1 
Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Bersama 
4. HR4 0 3 4 
Pekerja Anak 
5. HR5 0 0 2 
Pekerja Paksa dan Wajib Kerja 






7. HR7 0 0 0 
Hak Adat 
8. HR8 0 0 0 
Asesmen 
9. HR9 0 0 0 
Asesmen Pemasok Atas Hak Asasi Manusia 
10. HR10 0 0 0 
11. HR11 0 0 0 
Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia 
12. HR12 0 0 2 
 
Nama Bank 
Jumlah Item yang 
Diungkapkan 




BRI Syariah 0 12 0% 
BNI Syariah 1 12 8,3% 
Bank Muamalat 5 12 41,7% 
 
Pada indikator Hak Asasi Manusia, dari ketiga bank syariah hanya Bank 
Muamalat yang mengungkapkan secara khusus ke dalam sub-bagian tanggung jawab 





dimasukkan ke dalam standar laporan terkhusus laporan dana CSR sehingga banyak 
yang tidak diungkapkan oleh ketiga bank tersebut. 
Maksud dan tujuan dari indikator hak asasi manusia adalah bagaimana 
perbankan syariah dalam menjalankan bisnisnya harus memperhatikan hak-hak yang 
harus dipenuhi dan tidak diboleh dilanggar baik itu kepada pegawainya atau kepada 
masyarakat sekitarnya. Hal ini sebagai bentuk perhatian dari pihak perbankan syariah 
kepada pegawai, stakeholder, ataupun masyarakat. Maka dari itu, untuk indikator hak 
asasi manusia semestinya diungkapkam secara terkhusus dalam laporan tahunan dana 
CSR seperti pada laporan tahunan dana CSR Bank Muamalat tahun 2019. Hal 
demikian akan langsung berdampak kepada pemberian informasi kepada pemangku 
kepentingan, artinya dengan informasi tersebut akan menjadi nilai jual sebagai nilai 
tambah kepercayaan masyarakat untuk pengambilan keputusan pengguanaan layanan 




No Kode BRI Syariah BNI Syariah Bank Muamalat 
Masyarakat 
1. SO1 3 2 3 
2. SO2 0 0 0 
Anti Korupsi 
3. SO3 0 0 3 
4. SO4 0 0 1 






6. SO6 0 0 0 
Anti Persaingan 
7. SO7 0 0 2 
Kepatuhan 
8.  SO8 0 0 0 
Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat 
9. SO9 0 0 0 
10. SO10 0 0 0 
Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat  
11. SO11 0 0 1 
 
Nama Bank 
Jumlah Item yang 
Diungkapkan 




BRI Syariah 1 11 9,1% 
BNI Syariah 1 11 9,1% 
Bank Muamalat 6 11 54,5% 
 
Pada aspek Anti-Korupsi, hanya Bank Muamalat yang mengungkapkan 
secara khusus dalam laporan tanggung jawab sosial yang semestinya BRI Syariah dan 





diungkapkan hanya pada item persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, 
asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan. 
Pengungkapan pada indikator kemasyarakatan akan langsung berdampak 
pada bagaimana tingkat transparansi informasi dari pihak perbankan syariah dan dari 
tindakan-tindakan perbankan syariah seperti pada item SO5 insiden korupsi yang 
terbukti dan tindakan yang diambil. Dengan demikian, pemangku kepentingan akan 
mengetahui informasi total insiden dan solusi yang terjadi pada lingkungan yang 
berada antara bank syariah dan masyarakat. Sehingga melalui informasi ini, hubungan 






Indikator Tanggung Jawab Atas Produk 
 
No Kode BRI Syariah BNI Syariah Bank Muamalat 
Kesehatan Keselamatan Pelanggan 
1. PR1 0 0 0 
2. PR2 0 0 0 
Pelabelan Produk dan Jasa 
3.  PR3 0 0 0 
4. PR4 0 0 0 
5. PR5 0 4 1 
Komunikasi Pemasaran 





7. PR7 0 0 0 
Privasi Pelanggan 
8. PR8 2 3 3 
Kepatuhan 
9. PR9 0 0 0 
 
Nama Bank 
Jumlah Item yang 
Diungkapkan 




BRI Syariah 1 9 11,1% 
BNI Syariah 2 9 22,2% 
Bank Muamalat 2 9 22,2% 
 
Ketiga bank syariah pada indikator pelanggan ada menyebutkan secara 
khusus dalam laporan tanggung jawab sosial, namun seperti pada PR1 aspek kesehatan 
dan keselamatan pelanggan ketiga bank tersebut tidak ada menyebutkan item yang 
seharusnya menyebutkan dan menjelaskan terkait dengan ketentuan undang-undang 
LPS untuk menjaga keamanan produk dan jasa nasabah. 
PR9 seharusnya dijelaskan oleh ketiga bank syariah terkait dengan nilai 
uang denda yang signifikan yang dibayar karena pelanggaran hukum dan peraturan 
mengenai penyediaan dan penggunaan produk dan layanan. 
Indikator tanggung jawab atas produk semestinya diungkapkan dengan baik 





produk dan layanan jasa bank tersebut. Contoh pada item PR3 jenis informasi produk 
dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan 
pelabelan produk dan jasa, Indikator ini sebagai penyedia informasi tentang kualitas 
produk dan layanan jasa, semakin bagus diungkapkan maka semakin baik informasi 
produk dan layanan jasa bank syariah yang disediakan dalam laporan tahunan 









1. Berdasarkan hasil analisis sumber dana Corporate Social Responsibility (CSR) pada 
perbankan syariah berasal dari sumber dana zakat dan sumber dana kebajikan 
menurut PSAK 101, adapun untuk penyajian laporan keuangan dana Corporate 
Social Responsibility (CSR) yang tertuang dalam laporan keuangan sumber dana 
zakat dan sumber dana kebajikan ditinjau dari PSAK 101 bahwa ketiga perbankan 
syariah dalam penyajian laporan keuangan sudah sesuai mengikuti ketentuan atau 
pedoman dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101, namun terdapat 
beberapa item yang berbeda penulisan. 
2. Hasil analisis laporan CSR yang terdapat dalam laporan tahunan (Annual Report) 
pada BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Muamalat telah mengungkapkan setiap 
indikator CSR berdasarkan standar GRI G4 dengan baik, meskipun terdapat 
beberapa item yang tidak diungkapkan oleh ketiga bank tersebut yang seharusnya 
diungkapkan. Dari 91 item indikator menurut standar GRI G4, BRI Syariah telah 
mengungkapkan 17,6%, BNI Syariah 18,7%, dan Bank Muamalat 31,9% dari 
keseluruhan. Peneliti menyimpulkan rendahnya pengungkapan laporan CSR tahun 
2019 pada ketiga bank tersebut karena terdapat beberapa item yang kurang relevan 
sehingga tidak diungkapkan oleh ketiga bank tersebut. Selain itu, melalui peraturan 
yang mewajibkan tanggung jawab sosial Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 dan PP 





CSR sehingga perbedaan presepsi ketika implementasi kegiatan CSR antara pihak 
bank dan standar GRI G4. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan penelitian terdapat beberapa 
saran kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait tanggung jawab social 
atau Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu: 
1. Perbankan Syariah perlu untuk memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan 
di dalam setiap program Corporate Social Responsibility (CSR) yang pada akhirnya 
mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat sekitar. 
2. Dalam setiap rancangan program, perbankan perlu untuk memperhatikan maupun 
mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin akan terjadi sehingga pelaksanaan 
program CSR dapat berjalan lancar karena sudah diimbangi dengan langkah 
preventif guna mengatasi kendala yang mungkin muncul. 
3. Pelaporan dana CSR diharap memperhatikan kesesuaian mengikut Standar 
Akuntansi Keuangan Syariah 101. 
4. Pengungkapan CSR akan lebih bagus jika terdapat lebih banyak kesamaan atau 
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